BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pembahasan yang dilakukan maka terdapat kesimpulan bahwa secara
konseptual atau teoritis tidak ada justifikasi yang membenarkan
ditambahkannya batas minimum utang dalam syarat kepailitan. Kreditor
hanya dikualifikasikan berdasarkan hak istimewa yang diberikan undang-
undang dan perjanjian atau hubungan kontraktual antara para pihak,
dimana didalamnya kreditor akan mendapatkan jaminan yang nilainya
sebanding dengan utang yang diberikan kepada debitor. Kreditor preferen,
kreditor sparatis dan kreditor konkuren memiliki hak tagih yang sama
terhadap harta debitor, dari jaminan yang diberikan maka kreditor yang
satu dapat menjadi lebih istimewa dari pada kreditor yang lainnya, tidak
ada kualifikasi kreditor berdasarkan jumlah utang. Keadilan bagi kreditor
tidak akan tercapai bila batas minimum utang ditambahkan dalam syarat
pengajuan permohonan kepailitan;

2. Konsekuensi yuridis terhadap kreditor bila batas minimum utang
ditambahkan dalam syarat pengajuan permohonan kepailitan yakni akan
menyebabkan perubahan kedudukan kreditor atas hak tagih. Kedudukan
kreditor atas hak tagih menjadi tidak pasti, karena yang bisa mengajukan
permohonan kepailitan hanya kreditor yang memiliki piutang diatas batas

minimum yang ditentukan. Permohonan kepailitan akan lebih memberikan
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kepastian hukum bagi kreditor atas hak tagihnya dalam hal pelunasan
utang, karena dalam eksekusinya akan ditunjuk seorang kurator yang
mengurusi harta debitor dan melakukan pembagian pelunasan kepada
seluruh kreditor secara adil. Penyelesaian melalui gugatan sederhana
ataupun gugatan wanprestasi hanya akan menyelesaikan permasalahan dari
kreditor tertentu yang mengajukan gugatan saja, kreditor lain tidak
dilakukan penyelesaian. Jika debitor beritikad baik untuk membayar
utangnya maka tidak perlu ada pengajuan permohonan kepailitan di

pengadilan.

B. Saran
1. Kepada pembentuk RUU KPKPU supaya mengkaji ulang berkaitan
dengan penambahan batas minimum utang dalam syarat pengajuan
permohonan kepailitan;
2. Ada baiknya dalam penyelesaian permohonan kepailitan dilakukan tes
insolvensi supaya mengetahui kemampuan debitor apakah bisa membayar
utang atau tidak sebelum akhirnya dilakukan pengajuan permohonan

kepailitan.
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